
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G/ \\ /II.Ol/HK/2014
 

TENTANG
 

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI
 
LAMPUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) 
Peratur-an Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri 
Dalam Negcri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Tahun 2014; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat 
berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dan 
berhasilguna maka perlu disusun Program Kerja Pengawasan 
Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Lampung dan Pemerintah KabupatenJKota Se-Provinsi 
Lampung rnenctapkannya dengan Keputusan Cubernur 
Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Ncgara yang Bersih dan Bebas dari KOIUpsi, 
Kolusi dan Nepotisme; 

2.	 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2001; 

3.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pern binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah: 

5.	 Peraturan Pemerirrtah Nornor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemcrintahan antara Pemerirrtah , 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemcrintahan Daerah 
Kabupaterr/Kota; 

6.	 Peraturan Menteri Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang 
Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pernerintahan 
Daerah Tahun 2014; 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM 

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 
Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 
2013; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA 
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVJNSI LAMPUNG 
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH D1 
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN 
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG 
TAHUN 2014. 

Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. 

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi 
Lampung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Lamp'urig dan Pemerintah Kabupatenj 
Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2014 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. 

Dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Inspektorat 
Provinsi Lampung Tahun 2014, agar menyampaikan laporan 
hasil pelaksanaan Program Kerja dimaksud kepada Gubernur 
Lampung. 

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran tnspektorat Provinai Lampung dalam 
program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan 
Kode Rekening 1.20.1.20.06.20. 

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh 
Inspektur Provinsi Lampung. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 
sampai dengan tanggal31 Desember 2014 dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Tel 
pada tan gal 

GUDE RL 
• 

SJACHR Z.P. 

Tcmbusan: 
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; 
2. Kepala Perwakilan BPK-RI Lampung di Bander Lampung; 
3. Inepektur .Jenderal Kementerian Dalam Negert di Jakarta; 
-+, Bupati/Waltkota se-Provinsi Larnpung: 
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung; 
6. lnepektur Kabupaten yKota ee-Provinsr Lampung. 
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LAMPIRAN I:	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : Gj jII.OljHKj2014 
TANG GAL : 20 I 4 

ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 

1. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan daJam 
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam 
Negcri, KementerianjLembaga dan Pemerintahan Daerah. 

2. Tujuan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Tahun 2014 untuk: 
a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal 

KementerianjInspektorat Utama Lembaga Pemermtah Non Kementeriari, 
Inspektorat Provinsi dan Inspektorat KabupatenjKota; dan 

b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan 
kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern 
Pemerintahan. 

3.	 Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud merupakan uraian kegiatan yang 
menjadi arahan dalam melaksanakan 
pemerintahan daerah yang dilakukan oleh: 
a. Inspcktorat Provinsi; dan 

pengawasan atas penyelenggaraan 

b. Inspektorat Kabupaten/Kota. 

4. Inspckrorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap: 
a. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 

KabupatenjKota; 
pemerirrtah daerah 

b.	 pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; dan 
c.	 pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya. 

5.	 Inspektorat KabupatenJKata melakukan pengawasan terhadap: 
a.	 pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupatenj Kota; 
b.	 peIaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemcrintahan desa; dan 
c.	 pelaksanaan ut-usan pemerintahan desa di daerah KabupatenJKota di 

wilayahnya. 

6. Uraian Kegiatan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung Atas 
Penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah Tahun 2014: 
A.	 Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah KabupatenjKota, meliputi: 

1. Pemeriksaan kinerjaJreguler atas penyelenggaraan pemerintahan 
KabupatenJKota meliputi aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan, 
keuangan, barang daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 
yang rnenjadi tugas dan fungsi unitj satuan kerja dengan obyek yang 
diperiksa dan fokus perhatian sebagai berikut: 
a. Badan Pengelola KeuanganjBagian Keuangan dengan fokus pada: 

I) PerencanaanjPenganggaran; 
2) Penatausahaan; 
3) Pertanggung jawabari; 
4) Bantuan sosial dan hibah; 
5) Penyertaan modal daerah. 

b.	 Bagian pemerintahanjDinas Kependudukan dengan fokus pada: 
1) Otonomi Daerah; 
2) Perbatasan; 

3) Kependudukan. 
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c.	 Bagian Umum dan Perlengkapan dengan fokus pada:
 

1) Penatausahaan barang;
 

2) Pengadaan barang;
 
3) Penggunaan dan perneliharaan.
 

d.	 Bappeda dengan fokus pada:
 

1) penyusunan dokumen percncanaan;
 

2\ Pemantauan dan pengendalian pembangunan;
 

3) Pemantauan dan pengendalian tata ruang.
 

e.	 Dispenda dengan fokus pacta:
 
1) Penerimaan daerah;
 

2) Bagi hasil Pajak dan Retribusi daerah (ADD).
 

f.	 Sekretariat dewan DPRD dengan fokus pacta:
 

1) Program legislasi daerah;
 

2) Kedudukan keuangan DPRD.
 

g.	 Badan kesbangpol dengan fokus pada:
 

1) Penanganan konflik,
 

2) Bantuan keuangan kepada Parpol;
 

3) Rekomendasi bantuanJhibah ormas,
 

h.	 BKD j Diklat dengan fokus pada:
 

1) Pengadaan pegawai;
 

2) Pengangkatanjpemberhentian dalam jabatan:
 

3) Pembinaan pegawai.
 

1.	 Badan PMD dengan fokus pada:
 

I) PNPM;
 

2) Pengarusutamaan gender.
 

2.	 Pemeriksaan atas berakhirnya masa jabatan BupatijWalikota; 

3.	 Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pcmeriksaan dengan tujuan 
tertentu.dan 

4.	 Sosialisasi dan Bimtek. 

B.	 Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan 
fungsi SKPDjUnit Kerja lingkup pemerintah provinsi meliputi: 

1.	 Pemeriksaan kinerjajreguler pada SKPDjUnit Kerja; 

2.	 Reviu Iapora.n keuangan pemerintah daerah; 

3.	 Evaluasi LAKlP SKPD jUnit Kerja; 

4.	 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD jUnit Kcrja; 

5.	 Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemcrtksaan dengan tujuan 
tertentu; 

6.	 Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat .Jerideral KementerianjInspektorat 
Utamajlnspektorat Lembaga Pemerintah Non Kcmenterian atau BPKP; dan 

7.	 Pendampingan, asistensi dan fasilitasi. 

C.	 Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean 
goverment, dan pclayanan publik pada pemerintahan provinsi: 

1.	 Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan: 

a.	 PMPRB online; 

b.	 Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi [pertr-iwulan]; 

c.	 Pembangunan zona integritas. 
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2.	 Mengawal pelaksanaan Poraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 
2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012·2014 ser-ra peraturan 
perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara 
periodik seuap triwulan; 

3.	 Penguatan Sistem Pengendalian Internal; 
4.	 Pemantauan penerimaan CPNS~ 

5.	 Pcmantauan tindak lanjut haeil pengawasan; 
6.	 Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. 

D.	 Kegiatan penunjang pengawasan: 

1.	 Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan; 
2.	 Rapat koodinasi pengawasan; 
3.	 Tugas lain sesuei perintah Gubemur. 

GUBER 

.P. 
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LAMPIIIAI'i I! KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : '1' /j],JI/HK/]OI4 
TAN ~rAL' • I· 11114 

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 
INSPEKTORAT rRQVINSI LAMP\}NG 

PADA SATlIAN KERJA PERANGKAT DAERAH D\ L1NGKl:NGAN I'EMERINTAH PRQV)!'lSI LAMI'UNG 
DAr-; PEMERINTAH KADUPAT[!'lJKOTA SE-PRQVINSI LAMPI1NG TAHUN 2014 

NO 

II 

OBYEK PEMERIKSAAN APFP 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRE.TARIAT OPRD I 

t. B',ro Tata pemenntahan Umum 
2. Biro O\onomi Daerah 

3. Biro Hukum 

• Biro Perekcnormao 

S. Biro Administrast Pembangunan 

6. Biro Bina Sosfat
 

7 Biro UJl1Um
 

a Biro Keuancan
 

Biro Perlerokapan dan Aset1;0 Biro Mental Spiritual
 

11, Biro Orqanlsael
 

12 sekretanst DPRD
 

INSPEKTORAT, BADAN DAN LEMBAGA TEKNIS
 

t. Inspektorat Provlwsl 

z Badan Perencanaan Pembangunan Daerah IBAPf'EDA) 

3 Badan Kesatuan Bangsa dar. Politik Daerah 

4. Badan Pengelolaan Lingkungan t\idup Daerah (BPLHD) 

5. Badan Kelananan Perman Daerah 

6. Baden Penenamen Modal & Peiayanan Perlzinan Terpadu Daerah 

) Baden Pengelolaan Petoustakaan, Arslp & Dokumentasi Oaerah 

B. Baoan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntab oesa 

9. aadan xeoecawaten Oaerah (BKO) 

10. Baden Penclidikan dan Latihan oaeran 

11. Satuan Polisi Pamong Preje 

12. Badan parnberdayaan peremcuan dan perlindungan anak 

13, Ruman Sakit Umum Daerah Or. Hi. Abdul Moeloek 

14, Ruman Sakit Jiwa neeren 

15, Kantor Sand',neeren 

JADUAL PEMERIKSAAN TAHUN 2014 
Keterangan 

0".Jan F.b M.rt Ap, Mei Juni Juli Agt Sept Ok! No, 

I I A IljenKem OAGRI 

8 lIie" Kem ESOM 

A X.1 C. 1110" Kem Perindustrian 

X., D I(]en Kem Perlanian 

A X., E.Ilie" Kem K~n·"tenan 

X.1 F,It'e" KK.P 

X., G. ItlenKern PerhUbungan 

X., , H. 11',"" Kern P U 

A X.1 X.1 I. I~en Kem Kesehalen 

XR XR A X.• J, IljenKemOIKIlUD 

X., A X.. K Itjen Kern NAKERTRANS 

X.1 X.1 L. IUen Kem $0",,1 

X.1 M.'I,\en Kem Perdagangan 

A X., N IljenK.", KOMINFO -r o In5pektcrat Mweg PORA 

p I""pef<lorat Mene~ Koperasi 

X.2 A X.2 x. In.pektoralProvlns; 

A X., X., Y BPKP 

lX.1 X.1 
0 X.2 D X.2 

X., ,­ X., 
X., X.3 

X., A X., 
A X., x.a 

X.. A X., 
X., X., 

X., X3 
I X.1 I I X.1 I 
I I I I 

X.2 

)
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. -
NO OBYEK PEMERIKSAAN APFP 

DINAS . DINAS , Dines Pendrdlkan 

2 Dines Pemuda dan Olen Raga 
3 ones Kesehatan 
4 Dinas Sostal 
5. Dines Tenaqa Kenadan Transmigrasi 
6 Djnas Perhubt.mgan 
7 Dines Komunikesi dan Il1formatikE 

8 Dins's Kebuoayaan dan Parlwisata 

8. Dinasene Marga 
10.Dines Pengairan dan Permukrman 
11, Dines kooeresr UsahaMi~ro Keeil dan Menengah, permcaq 

III 

12 Dinas Partanian reoerreo PangandenHoitikultuis 

IV 

13 Dines Perkebunan 
1.'1 taoee Petemakan dan Keseneran Hewan 
, S. DinasKelautan dan Perikenan 
16. DinasKehutanan 
17, DinasPenambangan dan Energi 
18, Dlnas Panda 'c 
SUMO 

V 

VI 

PO, wehene Raher a 

LEMBAGA LAIN 

1. Sekretariat KomlslPenylaran mccrese Daerah 
2. setretanet DewanPerqurus Korpri 
3 senetana aeoan Penenllgulangan aencere 
4 SekrtBadanKoordinasIPenyuluhanPertaniE!n,Pl'rlkanan, Kehutanan 
5. Sekretariel SedanParwakilan Pemerjntah Pro~IMi di Jakarta 

UPTD- UPTD DINAS 
1. UPTOmnee pertanfen renemen Pangan dan Holtlkultura 

a. UPTOBalai Pengwsan&SertiflkasitSerll,hTanamanPangan&Hollikultura 
b. UPTDBalai Proteksi ranamen Pangan dan Holtlkultera 
c. UPTOBala;, Benlh Induk'raneoen PangandanHoltikulture 
d, UPTDBlllai Psngembangan Ihn Kerlng & Alet mesinPertanlan 
e. UPTD Sekclah Pattsenan pembengunan 
I. UPTDperkuatan Modsl ueeee E:li(lang Pertanlen 
9 UPT Pertanlan Pusat 

X.3.3 

JADUAL PEMERIKSAAN TAHUN 2014 

J" F.b Mort Ap, Mel Junl Juli A.t Sept Ok! Nov 0 •• 

I I 
J X.4.3 

0 X.3.
 
I
 

A. 

X.3.3 

.2. 

.3 I I I 
X.2..:'I L­

.1. K X.1.3 
X,1.2X.1. G 
X.4.2 

.2. 
X.4. 

X.2.1 
X.2.1 H X.2.1 

H X.4.1 
X.S. 

0 

X.3.1 P N 
X.1.1X.1.1 D 

D XA,1 

D 
D .4.1 

.1. D .1.1 , , X.3.iX.S. i 

• 
X,4. ... 

X.:2.2.2. •XR XR .3. A X.3. 

X.1. ,
.4. 

X.2. X.2.3 

0 .1.1 X.1.1 0 

.t. X.1.2 

X.i.1 
X.i.1 

1. 
X.l.2 

X.1. 
X.1.1 

D D 

Keterangan 

XR Re~iu l.lIpor~n Keuangan
 

SKPD olel1 Inspekloral
 

C/llIlllln, 

BPKP daplll rnelakul<an 

Pengawasan s.lelah Ida 

kesepakalan OO"llon IIJa" 

Kilmenlerian / LPNK lerkall 

X. In&pe~!o'f1t Pro~lnal 

X1, 1r1>f1nwll: 
X2, Irbllnwllil 

'" 
X. l'banWilll1
 

l'banwillV
 

" S<l~"j Pembangunan 
2. S<l~oI PemeMnlahan 

3. Sellsi Kema'Y9ra"~lHn 



NO 
OBYEK PEMERIKSAAN APFP 

UPTD - UPTD DIN.AS 

2. UPTO nines Bini! Marga 

a UPTO Batai Pengelolaan Jalan dan Jernbatan Wilayah I 
b. UPTD Balai Pengelol"en Jalan dan Jembatan Wilayah II 

c. UPTD Balai Penqelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III 

d. UPTD Balai Pengujian ILaboratorium 
3. UPTD Pengairan dlln Permuk.iman 

a UPTO Baiar seoceioieen Sumber Daya Air Wilayah', 

b. UPTD Balal Pengelolaan Sumner Daya Air Wilayah II 

c. UPTO Balai Pengelolaan Sumber Daya Air wueveh III 
d. UPTO Balai Inloonasi Pen embangan Pernukiman & Ban unan 

4. UPTD Dlnas Pendapatan 

vr 

a, UPTO Pajak Daerah Prov Lampung Wilayah 1 
b UPTO Pa'ak uaeraf Prov Lam un Wila ah II 
o. UPTD Palak naeren Prov Lam un Wila ah 111 
d, UPTD Pa'ak Daerah Prov Lam un Wila ah IV 
e. UPTO Pa'ak paeran Prov Lempunq Wilayah V 

5. UPTD tnnee Koperasi usene Mlk.ro Keell dan Menengah Perindag 

3, UPTO Balai Pendidikan dan L3tihan Koperasi UMKM 

b. UPTO Perkuatan Modal Koperasi UMKM 

c. UPTO Balai Kemeirologlan 

d. UPTO Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu BaraNI 

e. UPTO Balai lndustri Logarr. Keramik & Bahan-Bahan Bangunan 

6. UPTO tunes Perkebunan 
a. UPTO Balet P13rlindungan Tenaman Perkebunan 

b. UPTO Baiai Pertgawasan. Pengujian Mutu Benih & Kebun Induk 

c. UPTD Balai Berti dan Kebun lnduk 

1. UPTO Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

a. UPTD Balai lnseminasi Buatan 

b. UPTO Balai pernbibnen Ternak dan Pakan 

8. UPTO Dlnas KelaU1lln dan Perikanan 

a UPTD LPPMHP 

b. UPTD Balai Budidaya nan 

c. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat 

d. UPTO Pelabuhan Perikanan Wilayah Irrnur 

9. UPTD Dinas Keeeheten 

e. UPTD aeer Labcratorlurn Kesehatan 

b. UPTO Balal Petatlhan «esenaten 

10. UPTD Dinas Kehutanan 

a. UPTD Taman Hutan Raya Wab AbdUl Rahman 

b UPTD Inventarisasi Pemetaen Hutan 

c UPTD Keaatuan Penqelotaan Hufan Batutegi 

d. UPTO Kesatuan Pengelolaan H'Jtan Gedong Wani 
e. UPTO Kesatuan Pengelolaan Hutan Mus", Oua 

JADUAL PEMERIKSAAN TAHUN 2014 

J" F,b M.rt A r Mei Juni JulJ Agt Sept Okt Nov De, 
I 

X.2 
X.2 
X.2 

X.2 

X3 
X.3 

X.3 
X.3 

X.3 
X.3 

X.3 
X.3 

X.3 

X.4 
X.4 

x.• 
X., 

X., 

x.' 
X.3 
X.3 

X.2 
X.2 

X., 
X., 

XA 
X., 

XA 
X., 

x.r 
x.r 

Xl 
x.i 

x.t 



NO OBYE;K PEMERIKSAAN APFP 

11, UPTD Dinas Sosial 

a, UPTD Pelayanan Scsial Eline Remaja "Raden 1'1101'1" 

D. UPTD patavanan 8051al lanjUl USia" Tresna Wherda" 

c UPTO cetavanan dan Rehabilitasi scs.a: Penyandang eTN 
d. UPTD Pelayanan Sosral Asuhan Anak Budi Asih 

a. UPTC Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna scser Mardi Guna 
12. UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmlgrasi 

a UPTD Balai Kesetamatan dan Kesehalan Kerja 

b. UPTD Balai Pengembangan Produktivltas Daerah 

c UPTD BlK Way Aoung 

d. UPTO BlK Metro 

e UPTD BlK Kahande 

f, UPTO BlK Bender lampung 

g. UPTD Bafai Pelatlhan Transmiprasi 

h. UPTD Balai Pengelolaan Museum Kenensrntqrasian 

13. UPTC Dinas Pethubungan 

J" 

X., 

X., 

Feb 

,. 

M.rt 

- UPTD Bina Sistem dan Ooerasional Transportasi 

14. UPTO ranee Kebudayaan dan Pariwisata 
X.3 

a UPTD Museum Negeri 

b UPTD Taman Budaya 

c. UPTD Pengelolaan Menara steer 

1" UPTC BAPPEDA 

- UPTO Peeqeiotaan nate Spaslal 

16. UPTD Dinas Pemuda dan Olahraga 

-. UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga 

17. UPTD Badan Pengelolean Lingkungan Hidup (BPLI-IO) 

- UPTD laboralorium Lingkungan Hidup 

18. UPTC Dinas Pendidlkan 

a. UPTC Balai Pengembangan TehnolDgi Pendidikan 

b. UPTD Balai Pengembangan xearaten Betalar (BPKPj 

19. UPTD Badan Ketahanan PlIrlgen ClIerah 

- UPTD Balai Serlif,kasi Mutu dan Keamanan Pacpan 

X.3 
X.3 
X.3 

JADUAL PEMERIKSAAN TAHUN 2014 

Juni 
Keterangan

Apr Mei Juli AgI Sept Okt Nov De. 

x.• 

X.4 
X., 

X.2 
X2 

X.2 
X.2 

X.2 
X.2 

X.2 

. 

X.2 

X.1 

X.1 

. 
X.1 

X.1 

X.2 



VII KABUPATENI KOTA JADUAL PEMERIKSAAN TAHUN 2D14 

KeteranqenJ" Feb Mert Ap, Mel Juni Juli AgI Sept Ok! Nov 0.. 
1 Kola Bandar Lampung X3 

2 Kota Metro X. 

3 Kabupaten Lampung Selatan X2 

4 KabupatEln lampung Tlmur X1 

5 Kabupaten Lampung Tengah X. 

6 Kabupaten Lampuug utera X1 

7 KabupatenMesuji X. 

8 Kabupaten Lamplmg Baret X2 

B Kabupaten Tanggamus X3 

10 Kabupalen Pringsewu X1 

11 Kabupa1en lUlling Bilwang Barilt X2 

12 Kabupaten Tulang Bllwang X3 

13 Kabupalen Pl!sllwaran X2 

14 Kabupalen Way Kanan X. 

15 Kabupaten Pe5\slf Barat X3 

GUBE 

SJACH 

Research
Rectangle

Research
Rectangle

Research
Rectangle

Research
Rectangle




